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Sementara itu, dengan frekuensi perubahan peraturan yang terlalu tinggi
memperlemah pemahaman peraturan tersebut di lapangan. Dalam beberapa
kasus, petugas lapangan menghadapi resiko terkena masalah hukum akibat
dari implementasi peraturan yang sulit dipahami. Dalam kondisi demikian
itu, waktu yang terbuang untuk mempelajari peraturan baru, mengurangi
perhatian untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan yang banyak menimbulkan keluhan adalah Peraturan
Menteri P.55/Menhut-1I/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
Berasal dari Hutan Negara. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa
hutan alam merupakan sumber rente ekonomi yang besar, yang diperebutkan
oleh berbagai pihak. Untuk bidang usaha kehutanan ini, Pemerintah aktif
membuat peraturan dalam bidang yang mengandung rente ekonomi tinggi,
sementara itu pemerintah kurang aktif pada bidang yang mengurusi
kepentingan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara tujuan yang akan dicapai lembaga dengan tujuan yang dicapai oleh
individu birokrat pembuat peraturan.

Dari sisi substansinya, keterlaksanaan suatu peraturan seringkali
kurang diperhitungkan. Ada peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan
di lapangan, sehingga peraturan semacam ini dilaksanakan dengan
memanipulasi data. Ada peraturan lain yang tidak memperhatikan
sumberdaya manusia dan anggaran untuk pelaksanaannya.

Dimasa mendatang perlu dibuat peraturan yang memenuhi beberapa
kriteria, yakni (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kehutanan,
(2) efektif, (3) konsisten, (4) dapat dilaksanakan, (5) efisien, dan (6)
berkeadilan. Semua kriteria tersebut perlu diperhatikan dalam membuat

suatu peraturan. Kajian ini menghasilkan rekomendasi akan perlunyasegera
mengoreksi beberapa peraturan, mulai dari revisi pasal atau ayat, pencabutan
pasal atau ayat, hingga pembatalan peraturan secara keseluruhan.
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